BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ &#dF2 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

. bahwa utuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, maka perlu
membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Di Kabupaten
Tabalong;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6871);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6792);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6704);

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2020 tentang Strategi
Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
156);

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi
tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 57);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10
Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 356);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
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Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor
04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019

tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita  Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Di Lingkungan Satuan Pendidikan Di Kabupaten Tabalong dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a.

melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan

pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan

pendidikan Kabupaten Tabalong;

melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan

pada satuan pendidikan di Kabupaten Tabalong;

membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan pendidikan di

Kabupaten Tabalong

memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan :

1. dinas terkait;

2. lembaga layanan;

3. ahli; atau

4. pihak terkait yang dibutuhkan dalam pencegahan dan
penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik

yang terlibat kekerasan di Kabupaten Tabalong berupa :
1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik;
dan
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2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses

layanan pendidikan.

f. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang
berhadapan dengan hukum berupa:

1.

3.

pemberian rekomendasi layanan pendidikan
anakterhadap anak yang berhadapan dengan hukum
kepada aparat penegak hukum;

. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan

anak selama menjalani proses peradilan atau selama
menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan

koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses
layanan pendidikan.

g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan
dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

h. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tabalong.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaporkan kepada
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung .
pada tanggal 22 Rebrcan Zo2q

BUPATI TABALONG,V]QV

JAANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Konselor Puspaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Konselor UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tabalong di Tanjung.

4. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 0% /2024
TANGGAL 22 fobvmi Oengq

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN TABALONG

NO. JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS SATUAN TUGAS

Bupati Tabalong Pengarah

2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung

Jawab

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Ketua

4. | Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekretaris
Tabalong

5. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Anggota
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tabalong

6. | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Anggota
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
Kabupaten Tabalong

7. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Anggota
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Kabupaten
Tabalong

8. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anggota
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
Kabupaten Tabalong

9. | Seluruh Kasi, Jabatan Fungsional Bidang PAUD dan Anggota
Pendidikan Masyarakat, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
(SD), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
Kabupaten Tabalong

10. | Konselor Puspaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anggota
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong

11. | Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anggota
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong

12. | Konselor UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anggota
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong

13. | Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kabupaten Tabalong Anggota
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